
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik 

beberapa kesimpulan: 

1. Bahwa kedudukan hukum pelapor pada laporan tindak pidana money politic 

Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 adalah orang yang memberikan laporan, 

informasi, dan atau keterangan kepada penegak hukum mengenai dugaan telah 

terjadinya tindak pidana money politic dalam proses Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo tahun 2017. 

2. Bahwa bentuk pertanggungjawaban hukum dalam laporan tindak pidana money 

politic dalam pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2017 dimana oleh Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 2016 telah menetapkan hukum acara yang diberlakukan secara 

khusus Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah termasuk didalamnya tindak pidana money politic dalam 

pelaksanaan Pemilihan Kepala Dearah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi 

Gorontalo tahun 2017 dengan memberikan Batasan waktu penyidikan, pra 

penuntutan serta penuntutan yang lebih singkat dibandingkan dengan KUHAP. 

Selain itu pada tingkat upaya hukum untuk penanganan perkara pidana pemilihan 

kepala daerah dan wakil 
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 kepala daerah hanya sampai pada tahap banding sebagai upaya hukum terakhir. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka peneliti juga akan 

memberikan beberapa saran yang diharapkan menjadi bagian dari pertimbangan pihak-pihak 

yang berkompeten: 

1. Bahwa Money politic adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan negara, 

sehingga seyogyanya perbuatan money politic tersebut wajib untuk dihindari. 

2. Bagi aparat hukum, agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir 

adanya kecendrungan praktek money politic dalam setiap momentum pemilihan 

umum (Pemilu). 

3. Dan diharapkan bagi segenap lapisan masyarakat agar tidak gampang terpengaruh 

terhadap money politic yang biasanya diberikan kader atau bahkan pengurus partai 

politik. 

4. Bagi pengurus partai politik agar tidak mudah untuk melakukan praktek money 

politic dengan segala alasan apapun. 

5. Money politic merupakan tanggung jawab bersama, sehingga peran pemerintah 

dan masyarakat seluruhnya harus sesuai peraturan, norma, undang-undang dan 

hukum yang ada. 
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